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BAB IV
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
Dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Bojonegoro                   2009 – 2013, dalam rangka pelaksanaan program program pembangunan daerah telah dituangkan dalam isu pembangunan yang perlu ditangani dan menjadi prioritas pembangunan daerah.

Prioritas-prioritas pembangunan disusun berdasarkan hasil Analisis  Sinkronisasi antara Pemerintah Kabupaten, DPRD dan Masyarakat  yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Bojonegoro 2009 – 2013, dengan konteksitas kebutuhan daerah hasil penjaringan aspirasi masyarakat melalui Musrenbang, diharapkan dapat dicapai target-target pembangunan sesuai jenjang tahapan yang disesuaikan dengan kemampuan dan kekuatan anggaran daerah. Karena bagaimanapun tidaklah mungkin daerah mampu mengakomodir semua kebutuhan masyarakat secara keseluruhan dalam waktu serentak dan bersamaan .
Selanjutnya dalam rangka memberikan arah dan fokus pada pembangunan daerah sesuai dengan karakteristik serta keunggulan komparatif yang dimiliki oleh Kabupaten Bojonegoro, maka diperlukan penetapan prioritas program pembangunan daerah. Prioritas dimaksud merupakan hasil pencermatan terhadap potensi dan kapasitas serta faktor lingkungan yang mempengaruhi kinerja pembangunan daerah Kabupaten Bojonegoro.
Berdasarkan kebutuhan nyata dan kemampuan yang dimiliki oleh Kabupaten Bojonegoro baik potensial maupun aktual maka dirumuskan prioritas program pembangunan daerah Kabupaten Bojonegoro tahun 2009-2013, sebagai berikut :
4.1. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
4.1.1 Revitalisasi / Pembangunan Infrastruktur Jalan

Prioritas pembangunan infrastruktur jalan, secara spesifik dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Permasalahan

Permasalahan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Bojonegoro, antara lain dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1) Ruas-ruas jalan kabupaten yang menghubungkan antar kecamatan sebagian besar dalam kondisi rusak yang disebabkan karena penanganan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan kurang memadai dibandingkan dengan penurunan kondisi kemantapan jalan;

2) Tingginya frekuensi terjadinya pelanggaran muatan berlebih (overload) pada hampir semua ruas jalan kabupaten antar kecamatan, yang mengakibatkan kerusakan dini jalan dan berakibat berkurangnya umur rencana jalan;

3) Terbatasnya konsentrasi alokasi pendanaan untuk pembangunan infrastruktur jalan;

4) Masih belum optimalnya kualitas dari pelaksana pembangunan infrastrtuktur jalan disertai dengan kurang intensifnya proses pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan jalan, yang berakibat pada kualitas jalan yang masih belum memenuhi harapan;

5) Kurangnya aksesibilitas distribusi barang dan jasa di wilayah terpencil, khususnya di wilayah Selatan Kabupaten Bojonegoro dan wilayah perdesaan kawasan hutan jati;

6) Tingginya tingkat kerusakan jalan sebagai akibat kondisi alam khususnya kondisi tanah yang ekspansif dan bencana alam yang mengakibatkan kerusakan jalan sepanjang tahun;

b. Sasaran

Sasaran prioritas  pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Bojonegoro antara lain adalah :

1) Terwujudnya infrastruktur jalan pada ruas jalan antar kecamatan yang memiliki daya dukung serta kapasitas yang memadai, dengan indikator :      (1) meningkatnya panjang jalan dengan kondisi mantap dan sedang, (2) berkurangnya panjang jalan dengan kondisi rusak;

2) Terkendalinya pemanfaatan ruas jalan kabupaten antar kecamatan guna menjamin terhindarnya kerusakan dini jalan, dengan indikator : (1) meningkatnya umur rencana jalan, (2) menurunnya tingkat pelanggaran muatan berlebih jalan;

3) Meningkatnya fokus alokasi pendanaan untuk pembangunan infrastruktur jalan khususnya yang bersumber dari APBD Kabupaten Bojonegoro, dengan indikator : (1) meningkatnya persentase alokasi dana yang diarahkan untuk infrastruktur jalan. 

4) Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur jalan, dengan indikator : (1) meningkatnya ketaatan pelaksana pembangunan inftrastruktur jalan terhadap ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak dan persyaratan teknis pembangunan jalan, (2) meningkatnya intensitas pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan, (3) meningkatnya akuntabilitas kinerja pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan, (4) meningkatnya ketersediaan peralatan berat jalan baik jumlah maupun jenisnya;

5) Meningkatnya aksesibilitas distribusi barang dan jasa ke wilayah Selatan Kabupaten Bojonegoro dan daerah terisolir kawasan hutan jati, dengan indikator : (1) meningkatnya waktu tempuh distribusi barang dan jasa serta mobilitas penduduk ke seluruh wilayah, (2) meningkatnya kelancaran arus transportasi ke seluruh wilayah kabupaten;

6) Meningkatnya ketahanan jalan dari gangguan kerusakan yang diakibatkan oleh kondisi tanah yang ekspansif dan terjadinya bencana alam, dengan indikator : (1) menurunnya jumlah titik kerusakan jalan pada wilayah dengan kondisi tanah eskpansif, (2) meningkatnya efektifitas kegiatan pemeliharaan jalan;
c. Strategi 

Strategi pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Bojonegoro dapat dijabarkan sebagai berikut :

1) Pembangunan infrastruktur jalan antar wilayah kecamatan secara terencana dengan pendekatan kewilayahan dan pengembangan satuan wilayah pengembangan (SWP);

2) Penanganan ruas jalan ke wilayah strategis potensial dengan mengutamakan pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala;

3) Meningkatkan daya dukung dan kapasitas jalan dan jembatan untuk mengantisipasi pertumbuhan lalu lintas dan percepatan distribusi barang, jasa dan mobilitas penduduk, termasuk untuk wilayah Selatan Kabupaten Bojonegoro dan membuka isolasi wilayah di daerah perdesaan kawasan hutan jati;

4) Mendorong peranserta aktif masyarakat dan swasta untuk ikut memelihara dan membantu pembangunan infrastruktur jalan;
4.1.2. Revitalisasi Pembangunan Pertanian

         Prioritas pembangunan pertanian dalam arti luas yang terarah pada  pembangunan pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan, secara spesifik dapat diuraikan sebagai berikut :
a. Permasalahan

Permasalahan pembangunan pertanian di Kabupaten Bojonegoro antara lain dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1) Semakin rendahnya minat masyarakat khususnya generasi muda untuk menjadi pelaku pembangunan pertanian yang diakibatkan oleh kurang menariknya sektor pertanian dilihat dari aspek ekonomi dan                       sosio kultural sehingga sebagian masyarakat beralih menjadi pelaku di sektor industri dan jasa;

2) Rendahnya efisiensi pembangunan pertanian yang disebabkan oleh skala usaha yang relatif kecil karena kepemilikan lahan yang rata-rata sempit yakni sebagian besar berada pada luasan kurang dari 0,5 hektar;

3) Rendahnya produktivitas pertanian yang disebabkan oleh tidak stabilnya ketersediaan sarana produksi terutama benih/bibit unggul, pupuk dan pestisida;

4) Runtuhnya kelembagaan petani sebagai wahana penguatan kapasitas dan kapabilitas petani;

5) Rendahnya penguasaan petani terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian yang modern dan efisien yang berakibat pada rendahnya produktivitas dan nilai tambah produk-produk pertanian;

6) Melemahnya peran dan fungsi penyuluh pertanian yang disebabkan oleh degradasi kelembagaan dan stagnasi pengembangan kompetensi penyuluh pertanian;

7) Rendahnya akses petani terhadap lembaga keuangan perbankan dan non perbankan sehingga production cost  yang dikeluarkan tidak mampu meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk-produk pertanian;

8) Sempitnya aksesibilitas petani terhadap produk-produk pertanian yang disebabkan oleh kualitas produk yang tidak kompetitif dan strategi pemasaran yang tidak efektif dan efisien;

9) Rendahnya upaya-upaya penerapan teknologi pasca panen untuk memberikan nilai tambah pada produk-produk pertanian;

10) Rendahnya ketersediaan infrastruktur pertanian dan menurunnya fungsi infrastruktur pertanian yang sudah ada;

11) Adanya kecenderungan meningkatnya alih fungsi lahan pertanian produktif kearah non pertanian;               

b. Sasaran

Sasaran revitalisasi pembangunan pertanian di Kabupaten Bojonegoro antara lain adalah :

1) Meningkatnya minat masyarakat khususnya generasi muda untuk bekerja di sektor pertanian, dengan indikator : (1) menurunnya angka migrasi okupasi dari sektor pertanian ke sektor  lain, (2) menurunnya angka urbanisasi, (3) meningkatnya penyerapan tenaga kerja terdidik dan tenaga kerja terampil ke sektor pertanian;

2) Terbentuknya cooperative farming dengan sistem manajemen modern dalam rangka mengantisipasi sempitnya kepemilikan lahan pertanian, dengan indikator : (1) meningkatnya efisiensi produksi per satuan luas, (2) meningkatnya profit margin petani, (3) meningkatnya nilai tawar/penetrasi produk pertanian baik primer maupun olahan di pasar lokal maupun nasional;

3) Terjaganya stabilitas ketersediaan sarana produksi, terutama benih/bibit, pupuk dan pestisida, dengan indikator : (1) tersedianya benih/bibit unggul dengan jumlah yang cukup, di waktu yang tepat dan  varietas yang sesuai, (2) tersedianya pupuk dalam jumlah yang cukup diwaktu yang tepat dan jenis yang tepat, (3) tersedianya pestisida dengan jumlah yang cukup, diwaktu yang tepat dan jenis yang tepat;

4) Meningkatnya intensitas penyuluhan pertanian dengan ragam media untuk membuka akses petani terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang pertanian, dengan indikator :                                (1) terbentuknya kelembagaan penyuluh pertanian yang efektif dan akuntabel, (2) tersedianya penyuluh pertanian yang berkompeten sesuai dengan kebutuhan aktual, (3) tersedianya media penyuluhan yang efektif dan dinamis baik cetak, audio, video, multimedia maupun tatap muka, (4) meningkatnya produktivitas dan kualitas produksi sebagai dampak dari aplikasi teknologi budidaya dan pasca panen yang tepat;

5) Meningkatnya nilai investasi petani, dengan indikator : (1) meningkatnya jumlah modal berjalan yang digunakan oleh petani dalam satuan usaha, (2) menurunnya ketergantungan petani terhadap subsidi pemerintah;

6) Terbukanya pasar baik lokal maupun nasional terhadap produk-produk pertanian, dengan indikator : (1) meningkatnya nilai jual produk-produk pertanian baik primer maupun olahan, baik dipasar lokal maupun nasional, (2) meningkatnya nilai tukar petani, (3) meningkatnya pendapatan petani;
7) Meningkatnya aplikasi teknologi tepat guna pasca panen, dengan indikator : (1) meningkatnya nilai tambah produk-produk pertanian,                  (2) meningkatnya diversifikasi produk olahan pertanian,                                 (3) meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian hilir;

8) Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur pertanian, dengan indikator : (1) tersedianya jaringan irigasi yang berkualitas dan lancar dengan cakupan yang semakin luas, (2) meningkatnya luas areal pertanian dengan irigasi teknis, (3) meningkatnya produktivitas per satuan luas, (4) meningkatnya prasarana transportasi untuk mobilisasi produk dan saprodi pertanian;

9) Menurunnya alih fungsi lahan pertanian, dengan indikator : (1) meningkatnya luas lahan produktif, (2) meningkatnya luas lahan per satuan komoditas;

c. Strategi 

Strategi pembangunan pertanian di Kabupaten Bojonegoro dapat dijabarkan ke dalam strategi jangka pendek dan strategi jangka menengah, dengan uraian sebagai berikut :

1) Strategi Jangka Pendek (sampai dengan akhir tahun 2009) :

      Strategi jangka pendek merupakan strategi yang lebih bersifat pengungkit (triger) dengan sasaran dapat membuka ”pintu masuk” untuk pengembangan sektor pertanian secara lebih komprehensif dan berkelanjutan. Strategi jangka pendek tersebut meliputi :

a) Penyusunan peta komoditas berbasis keunggulan komparatif agro-ekosistem;

b) Refungsionalisasi penyuluh pertanian, yang menyangkut kelembagaan, ketenagaan, sistem dan mekanisme kerja serta sumber daya penyuluhan;

c) Refungsionalisasi kelembagaan petani;

d) Siaga saprodi khususnya pupuk;

e) Fasilitasi akses permodalan ke lembaga keuangan;

f) Penerapan teknologi tepat guna pasca panen;

g) Refungsionalisasi infrastruktur pertanian khususnya pengairan

h) Kampanye konsumsi pangan lokal;
2)  Strategi Jangka Menengah (sampai dengan tahun 2013)

Strategi jangka menengah merupakan strategi yang lebih komprehensif, menyangkut hulu sampai hilir, fisik dan non fisik dan meliputi pertanian dalam arti  luas, yakni tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan. Strategi jangka menengah tersebut meliputi :

a) Peningkatan kemampuan petani dan pelaku pertanian dengan perkuatan lembaga pendukungnya utamanya di perdesaan guna meningkatkan akses petani kepada sumber daya produktif;

b) Pengamanan ketahanan pangan dengan jalan mempertahankan tingkat produksi dan meningkatkan ketersediaan pangan hasil ternak dan ikan melalui peningkatan populasi ternak dan produksi hasil ternak agar ketersediaan dan keamanan pangan hewani dapat terjamin;

c) Peningkatan efisiensi, produktivitas, produksi, daya saing dan nilai tambah produk pertanian dan perikanan melalui pengembangan usaha pertanian dengan pendekatan kewilayahan terpadu, pemberian insentif untuk peningkatan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian dan perikanan;

4.1.3. Revitalisasi Pembangunan Pendidikan  

Fokus agenda revitalisasi pembangunan pendidikan, secara spesifik dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Permasalahan

Permasalahan pembangunan pendidikan di Kabupaten Bojonegoro, antara lain  dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1) Masih rendahnya kualitas pendidikan masyarakat, yang ditandai dengan masih rendahnya tingkat pendidikan rata-rata penduduk atau rata-rata lamanya penduduk bersekolah;

2) Masih adanya ketimpangan pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah, yang ditandai dengan masih cukup tingginya angka anak putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan, dan tingginya kesenjangan partisipasi pendidikan antara penduduk miskin dengan penduduk kaya;

3) Fasilitas pelayanan pendidikan khususnya untuk jenjang pendidikan pertama dan yang lebih tinggi, anak-anak yang mempunyai kelainan dan anak-anak yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa belum tersedia secara merata sehingga menyebabkan terbatas dan sulitnya masyarakat untuk mengakses pelayanan pendidikan yang diharapkan;

4) Pembangunan pendidikan belum mampu memenuhi kebutuhan kompetensi peserta didik yang disebabkan keterbatasan ketersediaan pendidik baik dari segi kuantitas maupun kualitas, tingkat kesejahteraan pendidik yang masih relatif rendah, fasilitas belajar belum  tersedia secara mencukupi dan biaya operasional pendidikan belum dapat disediakan secara memadai. Disamping itu pembangunan pendidikan kejuruan juga belum mampu meningkatkan kemampuan kewirausahaan lulusannya;

5) Manajemen pendidikan belum dapat berjalan secara efektif dan efisien sejalan dengan arah kebijakan pembangunan pendidikan;

b. Sasaran

Sasaran revitalisasi pembangunan pendidikan di Kabupaten Bojonegoro antara lain  adalah :

1) Meningkatnya persentase penduduk yang dapat menyelesaikan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, dengan indikator : (1) meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) jenjang SD/MI/Paket A dan jenjang SMP/MTs/Paket B, (2) meningkatnya angka melanjutkan lulusan SD/MI/Paket A ke jenjang SMP/MTs/Paket B, (3) meningkatnya angka penyelesaian pendidikan dengan menurunkan angka putus sekolah pada jenjang SD/MI/Paket A dan jenjang SMP/MTs/Paket B, (4) menurunnya rata-rata menyelesaikan pendidikan pada semua jenjang dengan menurunkan angka mengulang kelas, (5) meningkatnya angka partisipasi sekolah (APS) penduduk usia 7 – 12 tahun dan penduduk usia 13 – 15 tahun;

2) Meningkatnya secara signifikan partisipasi penduduk yang mengikuti pendidikan menengah, dengan indikator : (1) meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) jenjang pendidikan menengah yaitu SMA/SMK/MA/Paket C, (2) meningkatnya angka melanjutkan lulusan SMP/MTs/Paket B ke jenjang pendidikan menengah, (3) menurunnya rata-rata lama penyelesaian pendidikan dengan menurunkan angka mengulang kelas jenjang pendidikan menengah;

3) Meningkatnya proporsi pelayanan pendidikan, dengan indikator :                     (1) meningkatnya proporsi anak yang terlayani pada pendidikan anak usia dini, (2) meningkatnya akses orang dewasa untuk mendapatkan pendidikan kecakapan hidup, (3) meningkatnya proporsi keadilan dan kesetaraan pendidikan antar kelompok masyarakat, antara perkotaan dan perdesaan, antara penduduk kaya dan miskin, antara penduduk laki-laki dan perempuan, (4) proporsi satuan pendidikan baik negeri maupun swasta;

4) Meningkatnya kualitas pendidikan, dengan indikator : (1) meningkatnya persentase siswa yang lulus ujian akhir pada setiap jenjang pendidikan, (2) meningkatnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan pembangunan;

5) Meningkatnya efektivitas pelaksanaan manajemen pendidikan, dengan indikator : (1) tingkat efektivitas pelaksanaan manajemen berbasis sekolah, (2) tingkat efektivitas pelaksanaan otonomi dan desentralisasi pendidikan, (3) tingkat efektivitas manajemen pelayanan pendidikan;
c. Strategi 

Strategi revitalisasi pembangunan pendidikan di Kabupaten Bojonegoro dapat dijabarkan sebagai berikut :

1) Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat dengan jalan meningkatkan tingkat pendidikan rata-rata penduduk melalui suksesnya pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dan mendorong partisipasi penduduk untuk mengikuti pendidikan menengah;

2) Meningkatkan kualitas pendidikan yang bermuara pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mampu mengakomodasikan kepentingan pembangunan, dengan jalan meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, meningkatkan kualitas manajemen pelayanan pendidikan, perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan dengan tuntutan pembangunan dan mewujudkan iklim dan sistem pendidikan yang demokratis dan bermutu;
3) Meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pendidikan dengan memberdayakan dan meningkatkan kualitas lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah, memanfaatkan seoptimal mungkin berbagai potensi dari elemen masyarakat untuk meningkatkan penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup dan mengintegrasikan pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup dengan berbagai program pembangunan;

4.1.4. Revitalisasi Pelayanan Kesehatan

                    Fokus agenda revitalisasi pembangunan kesehatan, secara spesifik dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Permasalahan

Permasalahan pembangunan kesehatan di Kabupaten Bojonegoro, antara lain dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1) Kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat belum optimal karena belum semua sarana pelayanan kesehatan melaksanakan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan, sehingga akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan belum optimal dan jangkauan pelayanan kesehatan belum merata, khususnya untuk penduduk miskin;

2) Belum optimalnya perkembangan pola perilaku hidup bersih dan sehat yang dilakukan oleh masyarakat, baik untuk masyarakat di wilayah perkotaan maupun perdesaan;

3) Masih adanya masalah penyakit menular yang penanggulangannya belum didukung sistem kewaspadaan dini yang memadai dan akurat, dan adanya penyakit tidak menular atau degeneratif yang cenderung terus meningkat;

4) Kualitas lingkungan hidup yang belum mendukung penerapan pola hidup bersih dan sehat, serta masalah limbah industri dan hasil produksi yang membawa dampak terhadap masalah kesehatan sampai saat sekarang masih menjadi masalah yang serius untuk mendapatkan penanganan;

5) Distribusi dan kompetensi tenaga kesehatan yang belum merata tersebar pada unit-unit pelayanan kesehatan guna memenuhi tuntutan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan;
b. Sasaran

Sasaran revitalisasi pembangunan kesehatan di Kabupaten Bojonegoro antara lain adalah :

1) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, dengan indikator : (1) meningkatnya umur harapan hidup, (2) menurunnya angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan, (3) menurunnya prevalensi gizi kurang pada anak balita, (4) menurunnya angka kesakitan, kematian dan kecacatan yang disebabkan oleh penyakit menular dan tidak menular serta penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi;

2) Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dengan indikator : (1) meningkatnya cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan, (2) meningkatnya  ratio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu dengan jumlah penduduk, (3) meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan keluarga, yaitu meningkatnya akses pelayanan dan mantapnya sistem pelayanan ibu, bayi dan anak, (4) meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan terhadap anak remaja dan usila;

3) Berkembangnya pola perilaku hidup bersih dan sehat yang dilakukan oleh masyarakat, dengan indikator : (1) meningkatnya kepedulian segenap komponen masyarakat dalam upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat, (2) meningkatnya jumlah dan strata desa siaga ;

4) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang memenuhi syarat kesehatan, dengan indikator : (1) meningkatnya cakupan lingkungan permukiman dan perumahan yang memenuhi syarat kesehatan, (2) meningkatnya persentase jumlah penduduk yang menggunakan air bersih dan sanitasi, (3) meningkatnya kualitas air dan lingkungan yang memenuhi syarat kesehatan, (4) meningkatnya cakupan tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan;

5) Meningkatnya mutu dan pemerataan sumber daya manusia kesehatan serta sarana dan prasarana kesehatan, dengan indikator : (1) meningkatnya pengetahuan dan kompetensi teknis tenaga kesehatan, (2) meningkatnya pemerataan distribusi tenaga kesehatan ke seluruh unit pelayanan kesehatan, (3) meningkatnya pemerataan jumlah dan mutu sarana dan prasarana kesehatan;
c. Strategi 

Strategi revitalisasi pembangunan kesehatan di Kabupaten Bojonegoro dapat dijabarkan sebagai berikut :

1) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan pada setiap strata pelayanan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;

2) Pengembangan jaminan kesehatan bagi penduduk terutama keluarga miskin sehingga akses masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan dapat diwujudkan secara optimal;

3) Peningkatan kualitas lingkungan sehat dan perilaku hidup bersih dan sehat di kalangan masyarakat;

4) Peningkatan kualitas, kuantitas dan pendayagunaan tenaga kesehatan kearah pemerataan distribusi kompetensi tenaga kesehatan ke seluruh unit pelayanan kesehatan;

5) Pemerataan dan peningkatan kualitas fasilitas atau sarana dan prasarana kesehatan ke seluruh unit pelayanan kesehatan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
4.2. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan

Dalam rangka memberikan arah dan fokus pada pembangunan daerah sesuai dengan karakteristik serta keunggulan komparatif yang dimiliki oleh Kabupaten Bojonegoro, maka diperlukan penetapan prioritas program pembangunan daerah. Prioritas dimaksud merupakan hasil pencermatan terhadap potensi dan kapasitas serta faktor lingkungan yang mempengaruhi kinerja pembangunan daerah Kabupaten Bojonegoro.

Berdasarkan kebutuhan nyata dan kemampuan yang dimiliki oleh Kabupaten Bojonegoro baik potensial maupun aktual maka dirumuskan prioritas program pembangunan daerah Kabupaten Bojonegoro tahun 2009 sebagai berikut :
1.2.1. Prioritas Program

Untuk menjalankan roda pemerintahan serta mewujudkan harapan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, telah ditetapkan dalam RKPD beberapa prioritas program yang bersumber dari APBD Kabupaten antara lain sebagai berikut :
	No.
	Prioritas Program dan Kegiatan
	Sasaran Program / Kegiatan
	Organisasi
	Plafon Anggaran
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 
	APM SD/MI dan APM SMP/MTs            

APK SD/MI dan APK SMP/MTs
	Dinas Pendidikan
	2.302.176.500,00


	0,67

	2
	 Program Pendidikan Menengah 
	APM SMA/SMK/MA                                   APK SMA/SMK/MA
	Dinas Pendidikan/
	14.234.000.000,00
	4,15

	3
	 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 
	- Peningkatan guru berkelayakan mengajar                                                           - angka kelulusan SD/SMP/SMA
	Dinas Pendidikan
	931.286.000,00
	0,27

	4
	Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga
	
	Dinas Pendidikan
	8.665.000.000,00
	2,53

	5
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
	
	Dinas kesehatan
	2.661.853.250,00
	0,77

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	6
	 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas / puskesmas pembantu dan jaringannya 
	- Angka kunjungan puskesmas                  - tersedianya sarana dan parsarana kesehatan yang memadai
	Dinas kesehatan
	9.415.974.750,00
	2,75

	7
	 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 
	terpenuhinya kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan
	Dinkes / RSUD
	10.496.747.524,00
	3,06

	8
	 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 
	- Angka kunjungan ke RSUD                       - BOR, TOI, LOS, GDR
	RSUD/                RSSumberrejo/ RS. Padangan/       PU


	4.261.344.876,00
	1,24

	9
	 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 
	Meningkatnya panjang jalan dan jumlah jembatan yang dalam kondisi baik
	Dinas PU
	66..450.000.000,00
	19,37

	10
	 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan 
	terjaganya fungsi jalan dan jembatan yang ada
	Dinas PU
	48.980.000.000,00
	14,28

	11
	 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan  
	tersedianya sarana dan prasarana kebinamargaan yang memadai
	Dinas PU


	3.852.500.000,00
	1,12

	12
	 Program pembangunan infrastruktur perdesaaan 
	panjang jalan desa dan jembatan yang dalam kondisi baik
	Dinas PU


	5.826.905.000,00
	1,12

	13
	 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 
	jumlah kunjungan wisata
	Disparbud
	565.000.000,00
	1,70

	14
	 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 
	% peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan

	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Bappeda
	21.838.500.000,00
	0,16

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	15
	 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 
	meningkatnya teknologi pertanian/perkebunan yang diterapkan
	Dinas Pertanian
	1.017.630.000,00
	1,29

	16
	 Program peningkatan produksi hasil peternakan 
	% peningkatan produksi peternakan
	Dinas Peternakan dan perikanan
	2.774.227.500,00
	0,80
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